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ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang putusan MK Nomor
33/PUU-XIII/2015, yang sangat berkaitan dengan siyasah syariyah dan siyasah
dusturyyah yang menjelaskan tentang imamah yang di dalamnya membahas
tentang rakyat, status, hak-haknya dan kewajibannya, lebih rinci penulis
menuliskan dua rumusan masalah yang akan dibahas dalampenulisan ini, yaitu:
Pertama bagaimana tinjauan siyasah syariyah dan siyasah dusturyah ?: lalu apa
alasan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan terhap perkara
MK nomor 33/PUU-XIII/20157.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif terhadap
pokok permasalahan yang berkaitan dengan dinasti politik ini, dan menggunakan
teori siyasah syariyah yang membahas dari sistem politik islam demi
kemaslahatan sedangkan siyasyah dusturyah sebagai kerangka teori yang lebih
kepada mekanisme Undang-Undangnya, jadi keduanya memiliki keterkaitan
dengan putusan MK dan hasil dari putusan MK tersebut.

Para ahli masih pro-kontra dalam menyikapi putusan MK Nomor 33/PUU-
XIII/2015, dari kalangan pemerintahan, pengamat, dan praktisi yang tetap
bersikukuh bahwa dinasti politik harus di batasi sedemikian rupa, dikarenakan
banyaknya pelanggaran yang terjadi di Indonesia sclama ini. Sedangkan dalam
siyasah dusturiyyah Abdul Kadir Audah mengatakan yang intinya harus ada hak
persamaan dan hak kebebasan berpikir, bertindak, berakidak, berbicara,
berpendidikan dan memiliki artinya tidak perlu dibatasi. Penelitiaan ini
meerekomendasikan tetap perlunya pembatasan terhadap dinasti politik, akan
tetapi konsep pembatasan diusahakan lebih substansi dan tidak mninggalkan
aspeek akomodatif teerhadap semua hak, teermasuk hak-hak pribadi setiap hak
warga negara tanpa terkecuali.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa pembatasan terhadap isi dari pasal 7
huruf r tetap perlu dilakukan, mengingat praktik politik dinasti di Indonesia tidak
sepenuhnya berjalan denga baik, banyak efek negatif yang muncul dari praktik
tersebut, hanya saja pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui UU
Nomor 8 Tahun 2015 justru dianggap keterlaluan oleh banyak pihak . Majelis
hakim MK dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 secara jelas telah
membatalkan beberapa pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tersebut, karena
dianggap bertentangan dengan konstitusi.

Kata Kunci: Politik Dinasti, Pemerintahan Daerah, Putusan MK
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Hidup hayanya sekali kapan lagi saya membuat bangga kedua orangtua
khususnya keluarga saya, untuk mimpi yang akan menjadi nyata, mimpi menjadi
bangga dan hidup menjadi bermakna, dan untuk hidup ketika mengambil lebih

dari apa yang diberi oleh sang kuasa.

“Karya ini saya persembahkan untuk bapak dan ibuk yang menjadi
inspirasi saya sekaligus pemotivator, ibuk, bapak dan kakek beserta nenek yang

selalu terjaga dan berdo’a pada sepertiga malam terakhir.

Untuk Mbk Desi, Caca, Ratu dan ponankan saya Jihan dan Rasya yang

menjadi penyemangat saat mulai lelah dan letih.

Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada dosen-dosen Fakultas Syari’ah
dan hukum beserta pembimbing saya Dr. M. Nur, S.Ag yang telah sabar
membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripisi ini, semua kawan
yang turut mensuport saya dalam menjalankan tugas ini semuanya saya ucapkan

terimakasih.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan
0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

HurufArab | Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan

< Ba’ B Be

< Ta’ T Te

< sa’ S s (dengan titik di atas)

@ Jim J Je

z Ha’ h Ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha’ Kh K dan h

3 Dal D De

3 Zal Z Z (dengan titik di atas)

D) Ra’ R Er

B Za’ Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye

o= Sad S Es (dengan titik di bawah)
ua Dad d De (dengan titik di bawah)
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7y’
‘Aln
Gain
Fa’
Qaf
Kaf
Lam
Mim
Nin
Wawu
Ha’
Hamzah

Ya’

> Bl 1S Pl E

=

Te (dengan titik di bawah)
Zet (dengan titik di bawah)
Koma terbalik ke atas

Ge

Ef

Qi

Ka

3

el

3

cm

Apostrof

Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

S

33&

Ditulis

Ditulis

Muta’addidah

‘iddah
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C. Ta’ Marbiutah di akhir kata

1. Bila ta’ Marbiitah di baca mati ditulis dengan 4, kecuali kata-kata Arab

yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan

sebagainya.

Back

It

Ditulis

Ditulis

hikmah

Jizyah

2. Bila ta’ Marbiitah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua

itu terpisah, maka ditulis dengan 4

sl 52154

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ Marbiitah hidup dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis #
h Ditulis Zakat al-fitr
D. Vokal Pendek
: Jathah Ditulis A
; Kasrah Ditulis I
: dammah Ditulis U
X
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E. Vokal Panjang

Jathah+alif Ditulis A
1 .
sz Ditulis Jahiliyyah
Jathah+ya’ mati Ditulis 4
2 .
e Ditulis Tansa
Kasrah+ya’ Mati Ditulis 4
30 . i
hpe Ditulis Rarim
dammah+wawu mati Ditulis U
4 .
UR s Ditulis Jurid
F. Vokal Rangkap
Jathah+tya® mati Ditulis 4
I | ..
sl Ditulis bainakun
fathahtXwawu mati Ditulis Ay
2 da’ﬁ
35 Ditulis Octurt

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

tanda apostrof (“)

1| Ditulis O B

X1
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2 | ok Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

Jod Ditulis Al-Qur-an

T Ditulis Al-Qiyas

2. Bila kata sandang Alif+Lamdiikuti  Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf / (el)-nya.

s1ald Ditulis as-Sama

o0l Ditulis as-Syams

I. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan (EYD).
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.

Ditulis Zawi al-furid
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2 d;i Ditulis ahl as-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku a/-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko

Hidayah, Mizan.

xiil

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (21.02.2019)



KATA PENGANTAR
S URISULIEET

oot s aAud ol «oadls \wdsel ¢ gL Oegd L sz
el cogegl sdrods e s szl s sl e dise | )

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan
hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan
lancar. Shalawat dan salam tercurahkan atas baginda, Nabi besar Muhammad
SAW. Yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama
demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu

yang diridhoi Allah swt., yaitu Agama Islam.

Berkat rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi
yang berjudul “Studi Putusan MK NO.33/PUU-XIII/2015 Tentang Judicial
Review Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 Huruf r Perspektif
Siyasah” secara lancar. Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi dan
bantuan berbagai pihak. Penyusun juga tidak lupa mengucapkan banyak terima
kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan
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3. Bapak Drs. H. Oman: Fathurohman SW., M. Ag selaku Ketua Program
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4. Bapak Dr. M. NUR, S.Ag., M. Ag selaku pembimbing, yang telah dengan
sepenuh hati mengarahkan dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi
ini, semoaga seluruh kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT.

5. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

6. Bapak dan Ibuk yang menjadi inspirasi saya dan kakak perempuan (Daisi

Alifia) serta adik saya (Caca dan Rtu) dan tidak lupa jihan dan Rasya,
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yang tak pernah berhenti menyemangatiku, mendo’akanku. Semoga kalian
senantiasa ada dalam lindungan-Nya.

7. Keluarga besar bapak Agus Mulianto, bapak Muslimin Hamit, Keluarga
bapak Mujianto di Yogyakarta, yang Namanya tidak bisa saya sebutkan
satu per satu.

8. Penghuni Kontrakan Kos Mawar dan Jamaah Masjid An-Nur, merupakan
bagian dari keluarga selama di Yogyakarta.

9. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara 2014 yang tidak bisa

disebutkan satu per satu.

Pelulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh,
karena itu penulis mohon maaf jika ada salah dalam penulisan skripsi ini. Paling
utama hanya kepada Allah lah penyusun memohon ampunan atas segala

kesalahan dan meminta agar selalu diberi petunjuk untuk menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 19 November 2018

Penyusun

Dwiki Yosrifar Raifasi
NIM. 14370084
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan perintah dari penguasa, dalam arti perintah dari mereka yang
memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Sistem hukum selalu
berkembang dan selalu berubah sesuai dengan kemajuan bangsa dan Negara, atau konstribusi
politik negara, sebagaimana bahwa salahsatu unsur penting dari konstruksi politik yang harus

menjiwai sistem hukum adalah falsafah dasar Negara dan pandangan hidup bangsa'.

Dalam hal ini, hukum Indonesia erat kaitannya dengan politik, sebagai Negara
penganut sistem demokrasi, merupakan hal yang lumrah ketika muncul tawar menawar
kekuasaan politik di parlemen, sehingga memberikan warna yang dominan dalam bidang
hukum. Dengan demikian, sulit dihindari fakta bahwa hukum memang merupakan produk
politik, namun setelah menjadi hukum, maka politik harus tunduk kepada hukum. Indonesia
adalah Negara hukum sesuai pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 yang Berbunyi ‘“Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”.

Kehidupan politik indonesia mengalami fase yang beragam sejak awal kemerdekaan,
termasuk pasca reformasi, pada fase tersebut kehidupan politik memasuki fase yang cukup
dinamis, di bandingkan fase fase sebelumnya, terutama kehidupan politik di tingkat daerah,
melalui UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang memberikan hak otonomi
daerah dalam mengurus daerah tersebut , hingga saat ini undang undang pemerintahan daerah

tersebut sudah mengalami berbagai revisi dalam rangka penyempurnan.

Sebelum reformasi pemilihan kepala daerah dilakukan melalui wakil rakyat di daerah,

yaitu DPRD, tetapi melalui revormasi melalui UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

! Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum , Menegakkan Konstitusi, LP3ES, Jakarta, 2006, hal.3.
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daerah, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung melalui Pemilihan Umum,
sehingga rakyat mempunyai peran penuh untuk menentukan pilihannya, ini merupakan
konsekuensi logis dari Negara yang menganut sistem Demokrasi yang baru saja mengalami

revormasi.

Pada awal pelaksanaan pemilihan umum, banyak sekali suara yag menyuarakn pro
dan kontra, terutama terkait kekurangan dan kelebihan yang di miliki sistem ini, akan tetapi
menurut Ni’kmatul Huda, ada dua alasan yang membuat sistem pemilihan umum itu perlu di
aplikasikan, yaitu pertama untuk membuka pintu bagi tampilnya Kepala Daerah yang sesuai
dengan kehendak masyarakat sendiri. Kedua untuk menjaga kesetabilan pemerintahan agar

tidak jatuh atau di jatuhkan di tengah jalan.”

Namun adanya pemilihan umum Kepala Daerah ini kemudian menimbulkan
munculnya politik dinasti di berbagai daerah , fenomena ini yang menyita banyak perhatian
masyarakat yang memberikan argumentasi pro dan kontra dengan alasan-alasan yang
beragam, selama ini politik dinasti bisa dilihat ada atau tidaknya sebuah kekuasaan yang di
pegang oleh suatu kelompok atau keluarga tertentu, baik di ranah legislatif maupun yudikatif

atau kedua-duanya, dan biasanya merka menempatkan diri di posisi strategis.

Setiap daerah yang di tunggangi politik dinasti, tipologi masyarakatnya beragam, ada
yang masyarakatnya kritis dan penuntut, tetapi tetap saja kalah dengan kekuatan yang ada di
dalam dinasti yang sedang berkuasa di daerah tersebut, namun ada juga daerah yang
masyarakatnya kurang mempunyai kesadaran untuk menuntut hak dan kewenangan dari
pemimpinnya ,padahal secara umum masyarakat merupakan pilar utama demokrasi untuk

memberikan tekanan terhadap pemerintah, karena dalam dunia demokrasi untuk memberikan

2 Ni'matul Huda, Otonomi daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika, ctk. Pertama,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 222.
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tekanan terhadap pemerintah, karena dalam demokrasi, kedaulatan utama beraa di tangan

rakyat.

Dalam Undang-Undang pilkada tahun 2015 pasal 7 huruf r, secara eksplisit sudah
diatur tentang pembatasan terhadap praktik politik dinasti didalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah, akan tetapi di kecam oleh banyak pihak, terutama oleh pihak keluarga
dinasti dalam pemerintahan derah di Indonesia, salah satunya bahkan sampai mengjukan uji
materi Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi, yaitu Adnan Purichta Ichsan salah satu
yang menggugat sebagian isi dart UU Pilkada 2015 karena bertentanag dengan Undang-
Undang Dasar 1945, Adnan nama panggilannya merupakan putra kandung dari Bupati Goa
Sulaweesi Selatan saat itu, yaitu Ichsan Yasin Limpo, saat itu Adnan juga sedang berstatus

sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2014-2019.

Bukan hanya di Goa Sulawesi Selatan, banyak daerah di Indonesia yang di tunggangi
praktik Politik dinasti dalam pemerintahannya, kekuasaan diberbagai sektor pemerintahannya
dikuasai oleh sebuah kelompok dan keluarga tertentu. Politik dinasti data dari Kementerian
Dalam Negeri berkembang pesat terutama di pemerintahan daerah dalam kurun waktu 2
tahun saja terhitung dari 2015 sampai 2017 tercatat politik dinasti ada di 61 Kepala Daerah,

yang artinya 11 persen dari total daerah yang ada di-Indonesia.’

Data terbaru setelah terlaksananya pilkada serentak 2017 masih menunjukkan bahwa
akar politik dinasti masih cukup besar di Indonesia, terbukti dari 11 daerah yang
melaksanakan pemilihan darah serentak, 11 daerah di antaranya diikuti oleh calon yang
berasal dari keluarga dinasti politik yang telah di rancang di daerah setempa, seperti yang di

sampaikan oleh kordinator koalisi pilkada bersih, Almas Sjafrina dalam keterangan persnya

? Djohermansyah Djohan, "Politik dinasti Ada di 61 Kepala Daerah", http,//tirto.id/politik-dinasti-ada-61-
kepala-daerah-bkll), 10 November 2018. 20.15 WIB.
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“Fenomena poliyik dinasti akan terjadi pada pilkada serantak pada 15 Februari 2017
sebanyak 12 calon dari 11 daerah diketahui berasal dari dinasti politik yang terbangun di

daerah masing-masing”.

Politik dinasti memiliki efek buruk bagi pemerintahan, roda pemerintahan yang
seharusnya berjalan mulus sesuai aturan pun akhirnya banyak yang tersumbat oleh
kepentingan elit lokal yang sudah lama memonopoli keuasaan secara masif dengan berbagai
kepentingan politik maupun ekonomi, prosenya pun hanya prosedural, yang berarti hal itu
mengenyampingkan substansi dari demokrasi itu sendiri, artinya demokrasi di
pemerintahanyang di pimpin politik dinasti belum dibangun di atas masyarakat yag merdeka,

yang mempunyai kedaulatan penuh untuk menentukan pilihannya.

Secara prosedural dari aspek yuridis, politik dinasti sama sekali tidak melanggar UU
No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, karena dalam Umdang-Undang tersebut
tidak ada ketntuan yang mengakomodir kemungkinan maraknya politik dinasti, dan seolah-
olah memberikan peluang kepada elit politik yang haus kekuasaan, akan tetapi kemudian
diperbaharui lagi dengan peraturan baru yang justru jauh lebih ketat lagi dalam membatasi
berkembangnya politik dinasti, yaitu UU No. 8 Tahun 2015 Tentang perubahan UU No 1
Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati;-dan Walikota Menjadi Undang-Undang,
namun demikian patut-kita akui bahwa perilaku politik dinasti telah - menciderai demokrasi

kita yang hendak dibangun atas nilai-nilai kemanusian.

Sistem demokrasi yang harus diaktualisasikan dalam praktik ketatanegaraan bukanlah
demokrasi yang prosedural semata, namun nilai-nilai luhue sebagai sebuah konsep dasar
demokrasi harus mampu terwujud dengan sebaik mungkin dalam rangka membangun sistem
demokrasi yang berpihak pada keadilan masyarakat, sehingga semua masyarakat mempunyai

kesadaran yang sama untuk memperoleh hak disiplin dan memilih, jadi seharusnya demokrasi
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yang baik bukanlah demokrasi yang menisbatkan kolega maupun keluarga, bukan pula
demokrasi yang “memperkosa” keadilan demi memperoleh kepentingan bisnis dan kaderisasi

kekuasaan pada keluarga.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana
pengaturan dinasti politik di Indonesia berdasarkan teori dusturiah serta apa alasan dan
pertimbangan majelis hakim dalam putusan MK No. 33/PUU-XII/2015. Dengan demikian,
penulis tertarik untuk mengkaji Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 Tentang Judicial Review

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 Huruf R Menurut Siyasah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan kajian pada rumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana siyasah syar’iyah dan siyasah dusturiah melihat putusan MK No.
33/PUU-XI11/2015?

2. Apa alasan dan pertimbangan majelis hakim dalam putusan MK No. 33/PUU-
XI1/2015?

3. Bagaimanaanalisis pro kentra terhadap putusan MK No.33/PUU-XIII/2015?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi mengenai
perkambangan serta pembatasan politik dinasti dalam sistem Pemerintahan Daerah di

Indonesia sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji amar putusan dari adanya pembatasan terhadap praktik politik

dinasti dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia.
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2. Untuk mengkaji alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan MK
No.33/PUU/XII1/2015.
3. Untuk mengkaji pro dan kontra para ahli akademisi dan para ahli dalam
menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU/XII1I/2015.
D. Telaah Pustaka

Pada Umumnya, telaah pustaka merupakan salah satu etika ilmiah yang dimanfaatkan
untuk memberi kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti. Sebagaimana salah satu
tujuannya untuk menegetahui apa yang sudah ada dan belum diteliti berkaitan dengan topik
penelitian yang sedang dipilih. Kemudian agar memberikan gambaran menyeluruh mengenai
berbagai variasi perilaku atau fenomena dalam topik penelitian.

Alasan juga dapat berupa melakukan tinjauan literatur guna menemukan beberapa hal.
Misalnya gambaran bagaimana penelitian dengan topik yang sama atau mirip telah dilakukan
oleh peneliti lain, juga penggunaan konsep-konsep tertentu oleh peneliti lain yang mungkin
juga akan digunakan untuk setidaknya diaggap relevan dan temuan-temuan empirik oleh
peneliti lain yang mungkin dapat dirujuk. Oleh sebab itu, sesuatu yang sangat menarik dalam
penelitian kualitatif terkait dengan telaah pustaka ini adalah, bahwa telaah pustaka tetap
dilakukan pada saat peneliti mencoba mengupayakan analisis data dan hendak menarik
simpulan. Sehingga, ada kemungkinan peneliti-harus membuang sebagian data yang diyakini
tidak relevan terhadap pembahasan peneliti, serta mengganti konsep yang telah dijelasakan
sebelumnya dengan konsep baru atau konsep lain yang lebih tepat, atau peneliti membuang
pandangan-pandangan teoritik atau temuan yang kurang relevan untuk di ganti dengan teori
lain yang sekiranya lebih membantu memahami kecenderungan dari data yang ada.”

Pada akhirnya, sebelum penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap satu tema

dengan penyusunan skripsi ini. Ada beberapa literature yang bisa dijadikan rujukan maupun

* Pawito. Penelitian Komunikasi Kualitatif. (Yogyakarta: Lkis) 2007, hal 81.
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perbandingan dalam pembahasan ini, penyusun menemukan beberapa refrensi antara lain dari
beberapa ilmuan seperti Plato, Soehino, S.H , Moh Mahfud MD, Brian J Smith, J Kaloh ,
Ni’matul Huda, Affan Gaffar, Abdul Rozaki, Winardi, Sudono Syuaeb dan para akademisi
lainnya yang saya jadikan refrensi, berikut penjelasannya.

Secara alamiah, sebagai mahluk sosial manusia membutuhkan sebuah institusi untuk
mengatur setiap kepentingan individu, dengan hal ini munculnya Negara adalah di sebabkan
ketidak mampuan individu untuk memenuhi kebutuhan sehingga kemudian berbagai
kepentingan individu dapat terakomodasi oleh Negara.

Pertama Plato menjelaskan, bahwa tujuan Negara adalah untuk mengarahkan
kehidupan manusia agar mereka mendapatkan kebahagiaan,” sedangkan Cicero juga
mengemukakan semangat yang hampir sama dengan Plato, bahwa tujuan Negara adalah
membantu untuk mencukupi kebutuhan setiap manusia dan mengupayakan keaikan bagi
mereka.

Terkait bentuk pemerintahan Ciceo berpendapat bahwa bentuk Pemerintahan yang
baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari tiga bentuk pemerintahan yang baik-
baik pula, yang di maksudkan oleh Ciceo disini adalah campuran monarki, aristokrasi, dan
republick, tetapimeskipun tiap-tiap orang itu dapat mengambil bagian dalam pemerintahan,
dan demokrasi lawan dari pada bentuk gabungan tersebut.’

Saat ini sistem demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik untuk menjalankan sebuah
pemerintahan yang banyak diadopsi oleh banyak Negara, dimana konsep pemisahan
kekuasaan yang di kemukakan oleh Montesqieu, yakni legislatif, yudikatif sangat
mempengaruhi corak sistem demokrasi itu sendiri, berdasarkan pemikiran mengenai
hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, maka munculah dua sistem pemerintahan

parlementer.

> Henry J Schmandt, Filsafat Politik, Kajian Historis, dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Moderen,
terjemahan oleh Ahmad Baidlowi dan Imam Baihaqi, Ctk. Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hal. 61
% Soehino, Ilmu Negara , Ctk. Kedelapan, Liberty, Yogyakarta 2005 , him. 42.
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Demokrasi yang bermakna sebagai landasan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang menentukan berbagai masalah kehidupan,
termasuk dalam menilai kebijakan penyelenggaraan Negara, karena kebijakan itu akan
menentukan kualitas hidup rakyatnya, dengan demikian maka Negara yang menganut sistem
demokrasi adalah negara yang di selenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat,
pengorganisasian Negara dilakukan rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat, karena
kedaulatan ada di tangan rakyat,” sehingga demokrasi mempunyai arti penting bagi
masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi, baik masyarakat untuk
menentukan sendiri jalannya orgnisasi Negara di jamin secara langsung, oleh sebab itu,
hampir semua pengertian yang di berikan untuk istilah demokrasi itu selalu memberikan
posisi penting bagi rakyat, meskipun secara oprasional implikasinya di berbagai Negara
tidaklah sama.®

Kedua dalam penjelsannya Brian C Smith berpendapat bahwa ada peran penting
desentralisasi dalam proses demokrasi, Pertama Semakin terdesentralisasi sebuah sistem
pemerintahan, maka semakin membuka peluang bagi adanya distribusi kekuasaan yang lebih
merata didalam sebuh komunitas. Kedua, semakin terdesentralisasi sebuah sistem
pemerintahan, maka secara politik masyarakatnya akan semakin terdidik. Ketiga semakin
terdesentralisasi sebuah sistem pemerintahan maka, sistem itu akan semakin stabil. Keempat
semakin besar desentralisasi yang di berikan, maka pemerintah akan semakin dekat dengan
warganya. Kelima desentralisasi merupan ajang latihan bagi kepemimpinan politik yang
dapat memobilisasi berbagai kegiatan politik dan artikulasi kepentingan. Keenam semakin
besar desentralisasi maka semakin tinggi partisispasi masyarakat. Ketujuh semakin tinggi lagi
tingkat desentralisasi, maka semakin besar konsflik yang akan bermunculan. Kedelapan

semakin besar desentralisasi, maka semakin kurang dukungan terhado eksistensi persainagn

7 .
Ibid
¥ Moh Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Ctk. Pertama, Gama Medi, Yogyakarta, 1999,
hal. 7.
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bebas dan perlindungan atas hak kepemilikan pribadi dan kepentingan kelompok. Kesembilan

semakin besar desentralisasi, maka semakin besar akuntabilitas pejabat di daerah.’

Ketiga dalam bukunya Ni’'matul Huda dosen Universitas Islam Indonesia mengatakan
bahwa pengertian frasa “Dipilih secara demokratis” dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak
harus di artikan dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi diartikan secara tidak langsung pun
dapat di artikan demokratis, sepanjang prosesnya demokratis, namun demikian, maksud
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut UUD 1945 adalah pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat. ' maka UU No
32 Tahun 2004 mengatur tentang pola pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagaimana pasal 56 ayat 2, yaitu
“kepala darah dan wakil kepala daerahdipilih dalam satu pasangan calon yang di laksanakan

secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia jujur, dan adil.

Pemilihan kepala daerah secara langsung pada dasarnya adalah upaya membumikan
demokrasi di daerah, oleh karena itu, rakyat senantiasa dijadikan sebagai sumber inspirasi
dan legitimasi dalam mengambil kebijakan-kebijakan, dari sinilah akan ada check and
balances. Paling tidak masyarakat harus di stimuasi agar tetap bersikap kritis terhadap
kebijakan daerah, demikian juga pemerintah- daerah "henaknya mensosialisasikan setiap

kebijakannya sampai level bawah untuk sebanyak mungkin diketahui-oleh masyarakat. "'

Pemilihan umum merupakan kunci pembuka dalam memasuki proses demokrasi,
yang akan ditindak lanjuti dengan bekerjanya seperagkat kelembagaan lainnya, oleh karena

itu, pemilihan umum harus di lakukan dengan sebaik-baiknya tanpa adanya tekanan dan

’ Brian J Smith, Desentralisation, dikutip dari Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Ctk.
Pertama, 2009, Nusa Media Bandung, hal. 72.
10 Ni’ matul Huda, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Kontitusi, Ctk.
Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hal 190.
" Winardi, Dinamika Politik Hukum Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi Otonomi Daerah,
Ctk. Pertama, Setara Perss, Malang, 2008, hal 256.
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paksaan dalam melakukan hak pilihnya bagi rakyat yang telah memenuhi syarat-syarat
pemilihan, terlepan dari sistem apapun yang dianut oleh suatu negara, tuntutan untuk
terselenggaranya pemilihan umum yang betul-betul dilaksanakan oleh rakyat merupakan

prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.'?

Keempat dalam bukunya Winardi berjudul dinamika politik menjelsakan bahwa
pemilihan kepala daerah dan wakil kepaa daerah secara langsung harus mendapat apresiasi,
karena beberapa pertimbangan, diantaranya,> Perfama, kenyataan menunjukkan bahwa
dalam implementasi ekonomi daerah selam ini memperlihatkan bahwa pilihan politik
mayoritas anggota DPRD seingkali berlwanan dengan kehendak mayoritas rakyat daerah,
Kedua, pemilihan langsung kepala daerah dan wakilnya juga akan lebih menghormati dan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, Ketiga, dengan pemilihan kepala daerah secara
langsung berarti kepala daerah terplilih mendapat mandat langsung dari rakyat, sehingga akan
selalu melihan rakuat sebagai sumber inspirasi dal legitimasi bagi kebijakan kebijakan yang
di bentuknya, Keempat, dengan pemilihan kepala daerah secara langsung berarti demokrasi
sudah sampai pada tigkat lokal di negeri ini, hal ini mengingatkan bahwa dalam demokrasi
ada prinsip one person vote one velue untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di
daerahnya, dengan demikian peran; rakyat semakin. besar dalam proses politik sehingga

semboyan pemerinthan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dapat terealisasikan dengan baik.

Kelima jurnal yang berjudul “ Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia” yang tulis
oleh Martien Herna Susanti Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Universitas
Negeri Semarang menjelaskan bahwa perebutan kekuasaan di level regional hingga nasional
tidak terlepas dari peran partai politik dan regulasi tentang Pilkada. Oligarki di tubuh partai

politik dapat dilihat dari kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik lebih

"2 Sudono Syueb, Dinamika Hukum Pmerintahan Daerah, Sejarah Kermerdekaan Sampai Era

Reformasi, Ctk. Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal 256.
" Winardi, Dinamika Politik... hal. 257-258
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didasarkan atas keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan
mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon. Secara bersamaan, dinasti politik terus
membangun jejaring kekuasaannya dengan kuat hingga mampu menguasai dan mematikan
demokrasi dalam partai politik. Perbedaan dalam penulisan skripsi saya terdapat pada
penjelan teorinya dimana penulis menggunakan teori siyasah dusturiyah untuk membedah

bagaimana dinasti politik tersebut.

Keenam jurnal yang berjudul “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi:
Dinasti Politik di Aras Lokal” yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Djati mahasiswa Jurusan
Politik dan Pemerintahan, FISIPOL Universitas Gadjah Mada. [a mengatakan bahwa dinasti
politik yang berkembang dalam arena politik lokal. Kemunculan dinasti politik dapat
terindikasi dalam beberapa penjelasan. Pertama, kegagalan fungsi partai politik lokal untuk
melakukan regenerasi politik. Kedua, biaya demokrasi yang tinggi menghalangi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam suksesi kekuasaan. Ketiga, perimbangan kekuasaan antar elit lokal
tidak tercipta sehingga menghasilkan sentralisasi politik di kalangan elit tertentu yang
berkembang menjadi dinasti. Patrimonialisme tidaklah selalu menjadi perspektif utama dalam
menganalisis dinasti politik. Tulisan ini menggunakan pendekatan budaya politik familisme
dalam menganalisis dinasti politik di aras lokal: Hasil penelitian ini menunjukkan gejala
familisme sebagai preferensi politik yang didasari atas penguasa yang mengangkat saudara
sebagai upaya menutupi aib kekuasaannya: Familisme sendiri turut dipengaruhi berbagai
sumber politik seperti halnya populisme, tribalisme, dan feodalisme yang membedakan
karakter dinasti politik di Indonesia. Perbedaan dari skripsi penulis ini adalah lebih kepada
cos “biaya” pencalonan sehingga masyarakat menengah kebawah tidak bisa ikut serta dalam

kontestasi pemilu.

. Kerangka Teori
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A. Siyasyah Syariyah

Secara etimologi Siyasah Syariyyah berasal dari kata Syara’a yang berarti sesuatu
yang bersifat Syar’i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar’i.
Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis

membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan'?.

Dari definisi Siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa
pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan Siyasah itu untuk kepentingan orang
banyak. Ini menunjukan bahwa Siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan
pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua,
kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan
yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan
mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari Siyasah yang

penuh cabang dan pilihan.

Ketiga, Siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang
tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan
imam kaum muslim sebagai wilayah ijtthadi maka dalam Siyasah yang sering digunakan
adalah pendekatan givas dan maslahat mursalah.-Oleh sebab itu dasar utama dari adanya
Siyasah Syariyyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan
umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun

cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al- Qur'an dan Sunnah secara eksplisit

1. Siyasah Dusturiah
Siyasah dusturiyah merupakan dari figh siyasah yang membahas masalah perundang-

undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-

'* Wahbah, Zuhaily. Ushul Figh Kuliyat Da’wah al Islami, (Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997) , 89
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undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi
(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan
pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas
konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga
negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi."

Permasalahan di dalam figh siyasah dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin
disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam
masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam figh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya
membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari
segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan
manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan siyasah dusturiyah untuk membedah dan
melihat bagaimana pandangan dinasti politik di indonesia yang demokratis.

F. Metode Penelitian
1. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PPU/XIII/2015
Tntang politik dinasti dalam penyelenggraan Pemerintahan Daerah di Indonesia, dan juga
spek hukum, sosial maupun politik dalam pemerintahan dan masyarakat daerah di indonesia.
2. Sumber Data
Sumber data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh melalui penelitian kepustakaan
yang dapat berupa:
a. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

> Muhammad igbal. Figih Siyasah: Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam. (Jakarta: Prenadamedia
Group). 2016, him. 177-178.
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Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan
hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan
hukum primer dan memahami bahan hukum primer seperti peraturan pemerintah
serta hasil penelitian.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan informasi
mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti bibliografi yang berkaitan

dengan permasalahan yang di teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a.

Studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan
perundang-undangan atau literasi yang berhubungan dengan permasalah dalam
penelitian

Studi dokumen, yakni dengan mencari, menemukan, dan mengkaji berbagai
dokumen seperti putusan MK (Mahkamah Konstitusi), risalah sidang dalan lain-
lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Arsip wawancara, yakni teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode
pengumpulan data wawancara dari berbagai media atau sumber terpercaya terkait

masalah yang sedang di teliti terhadap subjek penelitian.

4. Metode Pendekatan

Metode yang di gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu

menelaah semua arsip wawancara dan regulasi yang bersangkutan dengan objek hukum

yang sedang di teliti.

5. Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan deskripsi kualitatif, yaitu bahan hukum yang

diperoleh, disajikan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif dengan langkah-

langkah sebagai berikut:
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a. Data yang diperoleh dari hasil penelitian diklasifikasi sesuai dengan permasalan

dalam penelitian

b. Hasil kualifikasi data selanjutnya disitematiskan

c. Data yang telah disitematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar

pengambilan keputusan.
G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengurai dan menjawab pokok masalah dalam skripsi ini, penulis
menyusunnya dalam beberapa bab. Masing-masing bab di antaranya ialah:

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara
keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab; lantar belakang masalah, pokok masalah,
tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas dan mendeskripsikan tentang siyasah syar’iyah dan siyasah
dusturiah dengan fokus kajian berupa Imamah, syarat Imamah dan rakyat, statusnya dan hak-
haknya.

Bab ketiga membahas dan mendeskripsikan amar putusan dan alasan majelis hakim
Makamah Konstitusi serta pro dan kontra para akademisi dan para ahli.

Bab keempat penulis membahas: tentang analisis teori siyasah-syar’iyah dan siyasah
dusturiyah mengenai putusan Mahkamah Konstitusi “No. 33/PUU-XII/2015 dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, dan membahas bagaimana alasan dan
pertimbangan hukum majlis hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-
XII1/2015.

Bab kelima penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari uraian penulisan

skripsi ini.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Siyasyah syariyah yang lebih mengatur mengatur kepentingan negara
permasalahan umat sesuai dengan jiwa atau semangat syariat dan dasar-dasarnya
yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, sedangkan siyasah
dusturyyah yang lebih membahas tentang perumusan undang-undang dan
pembuatan undang serta hak-hak rakyat. Keduanya telah menjawab problematika
yang terjadi didalam Undang-Undang Nomor 8 Huruf r. Intinya Siyasyah syariyah
lebih menjamin kepada kemaslahatan ummat beserta tujuan-tujuannya sedangkan
siyasyah dusturiyah lebih kepada Undang-Undang dan mekanime perundang-

undangan.

Dalam pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 7 Huruf r,
pemohon meminta kepada majelis hakim untuk membatalkan beberapa pasal
dalam undang-undang tersebut yang dinilai merugikan pemohon, dan majelis
hakim kemudian mengabulkan permohonan-permohonan, yaitu memutuskan
bahwa pasal 7 huruf r beserta penjelasan Pasal 7 huruf r dan pasal 7 huruf s
beserta penjelasan pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan

Gubernur, Bupat dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan
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Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan juga dinyatakan tidak

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Dengan adanya putusan MK No.33/PUU-XIII/2015 banyak para kalangan
akademisi dan ahli berpendapat, mulai dari yang pro dengan putusan MK dan ada
yang kontra. Yang setuju dengan putusan MK lebih banyak dari kalangan
akademisi, sedangkan yang tidak setuju lebih kepada para ahli dengan alasa

putusan MK tidak melihat realita yang ada.

B. Saran

Secara umum, penulis setuju bahwa dinasti politik di Indonesia masih
lebih banyak sisi negatifnya daripada sisi positifnya, penulis juga mempunyai
pendapat yang hampir sama dengan kalangan pemeritah dan peneliti yang lebih
banyak mendukung adanya pembatasan secara tegas terhadap dinasti politik, akan
tetapi perlu akan adanya trobosan yang lebih luas dalam pembuatan konsep
pembatasan terhadap dinasti politik tersebut, seperto mengampanyekan konsep
meritokrasi ‘dalam proses pengisian jabatan di pemerintahan daerah tidak

dimonopoli oleh satu golongan saja.

Penulis juga mengakui 'bahwa  undang-undang ' yang dibuat oleh
pemerintah dalam rangka membatasi dinasti politik ini menjadi blunder, karena
telah mencederai prinsip kesetaraan hak politik warga Negara, pemerintah melalui
undang-undang tersebut jga telah mengabaikan faktor-faktor struktural penyebab
munculnya dinasti politik, seperti lemahnya pengawasan pemilu, penegakan

hukum, dan buruknya institusionalisme partai politik.
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Mengaca pada semua faktor dasar munculnya dinasti politik, penulis
menganggap bahwa yang paing berperan dalam memunculkan praktik politik
dinsti adalah buruknya institusionalisasi partai politik, maka perlu adanya regulasi
yang jelas terhadap partai politik dalam proses rekruitmen kader partai dan calon
pemimipin di daerah, partai politik sejatinya merupakan sebuah arena persaingan
demokratis bagi para kader partai untuk membuktikan kualitas kepemimpinanya,
ternyata partai politik seringkali tersandera berbagai kepentingan jangka pendek
dan melupakan fungsi utamanya sebagai agen untuk melahirkan calon-calon

pemimpin politik.

Terakhir, untuk menyiasati menjamurnya dinasti politik, penulis sangat
berhrap pada konsep jangka panjang, yaitu dengan cara mendorong masyarakat
untuk melek politik dan lebih rasional dalam berpartisipasi aktif dalam dunia
politik, contohnya, pada gelaran pilkada DKI Jakarta dimana pemilihnya sudah
rasional sehingga memilih bukan berdsarkan golongan atau dinasti politik, tetapi
lebih objektif soal kinerja, program dan mereka juga felatif tidak bisa di pengaruhi
oleh cara-cara yang kotor, dan di DKI Jakarta juga hampir semua calon bukan dari
kader partai tidak punya banyak pilthan. Pada“akhirnya, masyarakat secara tidak

langsung bisa mengontrol partai.
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